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 Abstrak 
Anak adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak 
yang lemah dan penuh kebergantungan akan tetapi belum mampu keusia yang 
kuat dan penh tangung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. 
Sering kali anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 
kerugian dimasyarakat, bahkan melakukan tindak pidana tanpa memikirkan akibat 
dari perbuatan tersebut. Salah satunya adalah anak-anak yang melakukan tindak 
pidana penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka akibat 
perbuatan tanpa pikir Panjang tersebut. Terjadinya tindak pidana penganiayaan 
secara bersama-sama tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor usia 
muda, faktor pergaulan, dan faktor keluarga. Ketiga faktor tersebut mendukung 
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana 
penganiayaan. Dalam hukum, jika anak-anak kedapatan melakukan perbuatan 
pidana, proses hukumnya akan berbeda dengan proses hukum jika pelakunya 
adalah orang dewasa, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana akan 
diberikan diversi dengan prosedur-prosedur penanganan yang berbeda sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. 
 
Kata Kunci: tindak pidana penganiayaan, tindak pidana oleh anak, diversi 
 
Abstract 
Children are a transitional age, an individual has left a child who is weak and full 
of dependence but has not been able to have a strong and responsible age, both to 
himself and to society. Often times children commit acts that cause harm in 
society, even committing criminal acts without thinking about the consequences 
of these actions. One of them was children who committed a criminal act of 
maltreatment which caused the victim to be injured as a result of this thoughtless 
act. The occurrence of the criminal act of persecution simultaneously occurs due 
to several factors, namely young age, social factors, and family factors. These 
three factors support the occurrence of criminal acts committed by children, 
especially the criminal act of maltreatment. In law, if a child is caught committing 
a criminal act, the legal process will be different from the legal process if the 
perpetrator is an adult, the child who is the perpetrator of the crime will be given 
diversion with different handling procedures in accordance with the provisions of 
the law. 
 
Keywords: child criminal act, persecution criminal act, divertion. 
 
1. PENDAHULUAN 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, 
baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari 
banyaknya kasus yang terjadi antara lain penganiayaan, perkelahian, 
pemerasan/penodongan, perkosaan, penyalah gunaan narkotika dan sebagainya. 
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Perilaku yang menyimpang yang cenderung mengarah kepada kejahatan yang 
dilakukan anak tersebut dalam bentuk pemerasan atau penodongan di golongkan 
sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tampaknya telah mengganggu 
ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun 
kota-kota kecil. 
Seperti yang dikemukakan oleh Mulyono, “problem kenakalan anak bukan 
suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-
kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir setiap Negara di dunia 
ini mengalami atau menghadapi kenakalan anak. Masalah Delinguency anak 
sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di Negara-negar yang sedang 
berkembang, tetapi juga terjadi di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat 
(Mulyono, 1986).” 
Anak adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-
kanak yang lemah dan penuh kebergantungan akan tetapi belum mampu keusia 
yang kuat dan penh tangung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap 
masyarakat. Banyaknya masa ransisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat 
social masyarakat dimana ia hidup semakin maju masyarakat semakin panjang 
usia anak, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam 
masyarakat yang banyak syarat dan tuntutanya. 
Ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak 
pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasinya tersebut diatur 
dalam Pasal 351 Kitap Undang-Undang Hukum Piana (KUHP) Penganiayaan 
dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri 
terdiri atas: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, 
penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-
orang yang berkualitas tertentu. 
Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 dan Pasal 170 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak 
memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang di maksudkan. 
Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atas hanya 
merumuskan kualifikasinya dan pidana yang di ancamkan. Kenakalan anak yang 
berbentuk perkelahian oleh pelajar yang kerap kali terjadi Indonesia termasuk di 
Surakarta merupakan bentuk kejahatan karena menyalahi ketentuan-ketentuan 
 
3 
hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai 
motif kejahatan yang dilakukan anak terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan 
kualitas setiap motif berbeda-beda suatu kejahatan yang muncul di permukaan 
tidak selalu berdri sendiri, ada suatu gejala yang melatar belakanginya seperti 
berbagai kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya 
kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya. 
 
2. METODE 
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan 
empiris, dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari 
bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau 
biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan” (Soekanto dan Sri Mamudji, 
2012). Sedangkan sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari 
wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara 
empiris kualitatif, terutama model analisis constant comparative, rationalistic 
comparative dan kualitatif-logis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Jenis-Jenis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP,  Kasus: 
a. “Nama   : PT 
Tempat tanggal lahir  : Surakarta,24 November 2003 
Jenis kelamin  : laki-laki 
Pendidikan terahir  : SMK Sahid Surakarta 
Pekerjaan   : Pelajar” 
 Pada hari rabu, taggal 30 oktober 2019 sekitar pukul 18.30 s.d 21.30 WIB, 
mendapatkan kabar bahwa atribut dari perguruan PSHW disita oleh perguruan 
PSHT di daerah Grogol Sukoharjo dan salah satu dari perguruan PSHW mengajak 
temanya untuk mengambil atribut yang di sita tersebut, Penganiayaan yang 
dilakukan adalah pengkroyokan yang memenuhi unsur pada Pasal 170 KUHP. 
b. “Nama   : AD 
Tempat tanggal lahir :  Surakarta, 18 Februari 200 
Jenis kelamin  :  Laki-laki 
Pendidikan terahir :  SMK Cokroaminoto  
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Pekerjaan  : pelajar” 
Pada tanggal 15 Mei 2020 andri yang mendapat WA dari Reno (korban) 
karena korban mengaku-ngaku menjadi warga dari perguruan Persaudaraan Setia 
Hati Winono (PSHW) yang dimana aslinya korban belum menjadi waga dari 
perguruan tersebut, kesalah pahaman di antara mereka sehingga pelaku hilang 
kendali dan menendang reno dengan kaki kananya sebanyak satu kali dan lalu di 
susul dengan teman-teman dari pelaku yang juga ikut menendang sebanyak 9 
(Sembilan) kali kepada saudara reno. Penganiayaan yang dilakukan adalah 
pengkroyokan yang memenuhi unsur pada Pasal 170 KUHP. 
c. “Nama   : KM 
Tempat tanggal lahir :  Surakarta, 4 Agustus 2003 
Jenis kelamin  :  laki-laki 
Pendidikan terakhir : SMK   
Pekerjaan  : Pelajar” 
Kejadian pada tanggal 15 Mei 2020 yang dimanan kevin berangkat ke 
latihan perguruan SH ketika sudah sampai bagus sudah ada di sana (korban) yang 
dimana bagus sudah di Tanya-tanyai ole teman-teman kevin tentang apakah bagus 
sudah menjadi warga SH atau belum. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan 
motif bertanding yang berujung pengkroyokan terhadap bagus yang dilakukan 
oleh kevin serta teman-temanya. Penganiayaan yang dilakukan adalah 
pengkroyokan yang memenuhi unsur pada Pasal 170 KUHP. 
Dari ketiga kasus yang didapatkan melalui penelitian lapangan, kasus-kasus 
yang dilakukan oleh anak-anak adalah tindak pidana penganiayaan, dalam Pasal 
170 KUHP, unsur-unsur penganiayaan antara lain: 
Kasus yang pertama yang dilakukan oleh anak berinisial PT yang dilakukan 
adalah pengeroyokan terhadap korban, unsur kesengajaan dapat dilihat dari 
kesadaran pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dalam kronologis 
pelaku PT mengajak temannya untuk merebut kembali atribut yang disita oleh 
perguruan silat lain, hal tersebut dapat mendasari bahwa PT sebagai pelaku 
dengan sadar akan merebut dengan paksa dan apabila terjadi bentrokan akan 




Kasus yang kedua, AD yang memang dengan sengaja menendang Korban 
(Reno) karena kesalahpahaman terkait dengan perguruan silat yang menurut 
korban, korban mengaku telah menjadi warga dari perguruan silat PSHW 
sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari AD dan teman-teman AD yang 
kemudian mengeroyok korban karena pengakuan tersebut. AD dan teman-
temannya dengan sengaja menendang dan mengeroyok korban karena 
keselahapahaman. 
Kasus yang ketiga, KM yang melakukan pengeroyokan terhadap korban 
karena kesalahpahaman yang dengan sengaja melakukan pengeroyokan karena 
alasan bertanding dengan korban dan berujung dengan pengeroyokan. 
Kasus Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku PT dengan temannya 
adalah memukuli korban BG Bersama-sama dengan teman-temannya. Kasus 
Kedua, perbuatan yang dilakukan menendang korban secara bersama-sama dan 
menendang sebanyak 9 (Sembilan) kali, sedangkan pada Kasus yang ketiga KM 
melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan memukuli dan menendangi 
korban. Perbuatan dari ketiga kasus tersebut adalah pengeroyokan baik memukuli 
dan/atau menendang hingga menimbulkan luka. 
Dari ketiga kasus pengeroyokan oleh anak-anak diatas, semua kasus 
penganiayaan dilakukan secara Bersama-sama dengan baik memukuli dan/atau 
menendang korban secara Bersama-sama korban. Sehingga ketiga kasus 
memenuhi unsur dilakukan secara Bersama-sama. 
Ketiga kasus, menyebabkan korban menjadi luka-luka dan mengalami rasa 
sakit pada tubuh karena perbuatan para pelaku yang melakukan penganiayaan 
secara Bersama-sama atau pengeroyokan, sehingga unsur perbuatan yang dituju, 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh akibat perbuatan yang dilakukan. 
Unsur akibat yang menjadi satu-satunya adalah menimbulkan rasa jera 
kepada korban, rasa takut dan rasa sakit karena suatu perbuatan yaitu penganiyaan 
secara bersama-sama dimaksud untuk memberikan rasa jera, rasa sakit dan rasa 
takut kepada korban sehingga korban tidak macam-macam lagi dengan pelaku. 
Maksud dan tujuan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut memenuhi unsur 
akibat yang menjadi tujuan satu-satunya yaitu rasa sakit, rasa takut, dan rasa jera 
dari korban yang dianiaya secara Bersama-sama. 
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3.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan 
Kota Surakarta merupakan kota yang banyak pelajar karena kualitas pendidikan di 
kota ini menjadi yang terbaik seingga banyak pelajar berdatanga dari berbagai 
kota untuk menganyam pendidikan di kota ini. Ternyata hal ini juga memberikan 
dampak terhadap terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya 
tindak pidana penganiayaan. 
Pada kasus ini faktor yang melatar belakangi tindak pidana tersebut antara 
lain: Usia anak-anak yang menginjak remja, pribadi usia seperti ini masih labil 
dan dalam pencarian jati diri sehingga mudah meniru atau terbujuk perilaku teman 
pergaulan tanpaberpikiran dalam melakukan suatu perbuatan dan akibat yang 
timbul. Tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya 
seringkali anak-anak berbuat tanpa berpikir panjang dan ceroboh. 
Teman-teman dan lingkungan kehidupan pelaku yang cenderung 
berperilaku buruk yaitu nongkrong pada malam hari sehingga dapat dengan 
mudah ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal 
tersebut menjadi pengaruh yang sangat dominan dalam terjadinya tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak, termasuk didalamnya tindak pidana penganiayaan. 
Faktor kondisi keluarga yang tidak mengawasi perilaku anak cenderung 
menyebabkan anak-anak memiliki pergaulan yang tidak baik dan cenderung 
melakukan perbuatan yang salah bahkan melakukan tindak pidana. 
3.3 Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang 
Dilakukan Oleh Anak di Kota Surakarta 
Tindak pidana penganiayaan di Kota Surakata bisa berawal dari laporan yang 
kemuadian ditindak lajuti oleh penyidik kepolisian, ada uga yang tangkap tangan 
atau dalam hal ini polisi langsung menangkap pelaku ketika peristiwa tindak 
pidana penganiayaan itu terjadi dan diketahui oleh pihak kepolisian. Untuk kasus 
yang berawal dari lapora korban atau keluarga korban setelah didapat keterangan 
terduga adalah anak maka akan segera dilakukan pemanggilan terduga anak 
tersebut sebagai saksi terlebih dahulu. Setelah itu jika benar terduga anak tersebut 
adalah pelakunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka ditetapkan 
sebagai tersangka. Dalam hal itu penangkapan guna kepentigan penyidikan paling 
lama 24 jam sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan 
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Anak. Setelah dilakukan penangkapan maka penyidikan dimulai untuk meminta 
keterangan terait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.  
Setelah proses peangkapan, segera dilakukan penyidikan terhadap anak 
yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, penyidik dala perkara anak telah 
ditetapkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu penyidik 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisisan Negara Republik 
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik, 
dedikasih, dan memahami masalah Anak,serta telah egiuti pelatihan teknis tentang 
peradilan Anak. Namun dalam hal tertentu penyidik bisa merupakan penyidik 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik Pegawai 
Negari Sipil yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang 
berlaku.  
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di 
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai 
pembentukan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan 
anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. 
Dalam Pasal 6 peraturan tersebut dijelskan mengenai lingkungan tugas Unit PPA, 
yaitu meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, masalah perlindungan 
anak selama proses penyidikan baik sebagai korban maupun tersangka, 
perlindungan pihak-pihak terjai seperti korban, keluarga dan teman., serta kasus-
kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak. “Dari uraian tersebut 
dapat disimpulakan bahwa yang berwenang menangani kasus tindak pidana 
penganiayaan oleh anak adalah Unit PPA.” 
Pada prakteknya, penerapan konsep diversi dalam kasus tindak pidana 
penganiayaan oleh anak di Polresta Surakarta yaitu dengan mendatangkan korban, 
pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, lembaga perlindungan anak serta 
linkungan setempat (TRRW) untuk duduk bersama dan diberi ruang diersi oleh 
Satreskrim. Tujua pertemuan itu adalah membicarakan apa yang di inginkan oleh 
pihak korban dan pelaku, dan setelah ada kesepakatan dibuat surat pernyataan 
agar tidak hanya pihak polisi saja yang ikut andil dalam mengawasi 
perkembangan pelaku dan korban. Tetapi polisi juga meminta peran dari pihak 
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lain seperti lembaga perlindungan anak maupun masyarakat dari mulai RT, RW, 
Dukuh dll. Surat pernyataan tersebut disaksikan bersama oleh pihak-pihak yng di 
undang oleh penyidik. Setelah mencapai kesepakatan maka sibuatlah berita acara 
diversi dan surat kesepakatan diversi kemudian dibuat surat pengantar untuk 
diajukan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan surat ketetapan bahw kasus 
tersebt telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau diversi sehingga kasus 
tersebut dinyatakan selesai. Berdasarkan contoh kasus yang dibahas diatas, proses 
diversi di tingkt penyidikan dilakukan pada kasus KM. 
Sesuai kewajiban penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau 
pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dengan adanya laporan 
secara otomatis penyidik sudah harus wajib mengupayakan diversi. Tetapi jika 
upaya diversi tidak dikehendaki oleh piha keluarga koban, maka penyelesaian 
perkara akan diteruskan denga jalur hukum sampai tingkat pengadilan demi 
memperoleh kepastian hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 13 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses peradilan anak 
diajukan dalam hal: Proses diversi tidak menghasislkan kesepakatan atau 
kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Penerapan konsep diversi di Polresta Surakarta sendiri terkaang menemui 
hambatan. Diversi dianggap cenderung lebih berpihak dan berorientasi kepaa 
pelaku sehingga pihak korbn sering kali menolak untuk dilakukan diversi. Bahkan 
pada prosesnya diversi terkadag tidak menemui titik temu atau kesepakatan antara 
kedua belah pihak sehingga proses hukum tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
Seperti pada kasus contoh PT dimana pihak korban merasa keberatan apabila 
perkaranya diselesaikan secara diversi karena dinilai tidak memberikan efek jera 
dan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya.  
Pada kasus yang melibatka antara anak dengan anak, sebenarnya baik 
peaku, saksi, maupun korban semuanya adalah Koran. Anak yang menjadi pelaku 
pun tak luput dari lemahnya pengawasan orang tua atau aak sebelumnya pernah 
melihat atau mendpatkan perilaku tidak baik dari lingkungannya. Melihat sekilas 
ketentuan diversi yang terdapat dalam Unang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak lebih melibatkan perlindungan kepada pelaku. Hal ini disebabkan karena 
pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan menghadapi beban psikis. 
Sebagaimana pihak penyidik mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi 
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pelaku merupakan manah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Polresta Surakarta menjaga 
harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perilindungan khusus terutama 
perindungan hukum dalam system peradilan. Selain itu Indonesia merupakan 
salah satu Negara yang ikut dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang mengatur 
tentang prinsip perlindungan anak, serta mempuyai kewajiban untuk memberikan 
perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
“Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Surakarta 
sendiri ada upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Surakarta seperti 
memberikan sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah mengenai hukum dan 
akibat-akibat yang dapat ditimbulkan bila melanggar hukum. Sosialisai ini 
berfungsi agar menumbuhkan kesadran hukum kepada masyarakat khususnya 
pelajar yangnotabenya adalah anak. Selain itu juga Polresta Surakarta melakukan 
patrol keliling baik siang maupun malam hari untuk memberikan pengawasan da 
ketika menemui segerombolan anak yang berkumpul maka polisi memberikan 
arahan agar membubarkan diri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tida 




Pertama, Dalam kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak terbagi 
menjadi 7 (tujuh) jenis penganiyaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, kasus penganiyaan 
yang dilakukan anak lebih sering pada Pasal 170 KUHP, seperti 3 kasus yang 
dilakukan oleh anak-anak dimana melakukan penganiyaan secara Bersama-sama 
dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 KUHP. 
Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindak 
pidana penganiyaan khususnya penganiayaan secara Bersama-sama seperti yang 
termuat dalam Pasal 170 KUHP adalah mulai dari faktor keluarga dimana orang 
tua kurang mengawasi anak-anak mereka dalam beraktifitas, faktor usia muda 
dimana anak-anak yang memiliki kepribadian dan emosi yang masih labil dan 
mudah marah menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan secara 
Bersama-sama, selain itu ada faktor pergaulan yang mempengaruhi terjadinya 
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tindak pidana, anak yang bergaul dengan lingkungan yang sering berkelahi dapat 
menyuebabkan terjadinya kejadian penganiayaan secara Bersama-sama. 
Ketiga, Proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak 
dilaksanakan dengan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti 
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan Peraturan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak guna meningkatkan perlindungan terhadap 
perlindungan kepada anak terkait anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses 
penahanan dan penanganannya antara pelaku pidana anak-anak dengan orang 
dewasa juga memiliki perbedaan. Selain itu, penerapan diversi juga diberikan 
kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 
memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 
berikut: Bagi orang tua, untuk senantiasa memberikan pengawasan, Pendidikan, 
dan kasih sayang kepada anak-anak yang lebih sehingga anak tidak melakukan 
Tindakan yang mengarah pada tindak pidana penganiyaan atau tindak pidana yang 
lainnya. Pengawasan orang tua sangat berpengaruh khususnya dalam pengawasan 
pergaulan dan tingkah laku anak untuk dibimbing menjadi anak yang baik dan 
memiliki pergaulan yang baik pula. 
Bagi masyarakat, untuk senantiasa ikut berpatisipasi melakukan 
pengawasan terhadap lingkungan sekitar tentang adanya aktifitas yang tidak baik 
bagi anak atau bahkan merujuk pada kegiatan yang dapat menimbulkan 
pelanggaran dan tindak pidana baik melibatkan anak atau tidak melibatkan anak, 
sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah sedini mungkin. 
Bagi Penegak hukum, untuk senantiasa menegakkan hukum dan menindak 
para pelanggar baik anak-anak maupun bukan anak-anak. Penegak hukum juga 
diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang adanya 
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